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Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait perubahan susunan pemegang saham seharusnya
dilaksanakan sesuai prosedur serta persyaratan pelaksanaan RUPS dan syarat pemindahan hak atas saham
sebagai mana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun
pada kenyataanya RUPS PT AN tidak memenuhi syarat pemindahan hak atas saham yang mengakibatkan
pembatalan akta pernyataan keputusan RUPS seperti yang ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung
Nomor 223 PK/PDT/2022. Oleh karenaitu penelitian ini dilakukan dengan mengangkat permasalahan
tentang keabsahan pemindahan hak atas saham pada PT AN dan tanggung jawab notaris terhadap akta
pernyataan keputusan RUPS yang telah dibatalkan oleh hakim. Penelitian hukum doktrinal ini dilakukan
dengan melakukan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi dokumen yang
selanjutnya dianalisis. Dapat dikemukakan 2 (dua) hasil analisis dari penelitian ini yaitu: Pertama,
pemindahan hak atas saham pada Akta Pernyataan K eputusan Bersama Para Pemegang Saham Nomor 42
Tanggal 28 November 2014 sebagian sah untuk 60 (enam puluh) saham karena telah memenuhi prosedur
serta persyaratan pengambilan keputusan sirkuler dan syarat pemindahan hak atas saham tetapi sebagian
lainnyatidak sah untuk 129 (seratus dua puluh sembilan) saham karena tidak ada akta pemindahan hak atas
saham. Pada Akta Pernyataan K eputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 14 Tanggal 24 Desember
2014 tidak sah seluruhnya serta melawan hukum karena melanggar syarat pemindahan hak atas saham yaitu
tanpa akta pemindahan hak atas saham dan tanpa persetujuan pemegang saham melalui RUPS; Kedua,
notaris memiliki tanggung jawab atas pembatalan Akta Pernyataan K eputusan Rapat Umum Pemegang
Saham Nomor 14 Tangga 24 Desember 2014 secara perdata berupa ganti rugi. Notaris juga dapat diberikan
sanksi administratif berupa teguran lisan/tulisan atau pemberhentian dengan hormat/tidak hormat sebagai
notaris oleh majelis pengawas notaris. Selain itu, notaris juga dapat dikenakan sanks kode etik oleh dewan
kehormatan notaris berupa teguran lisan/tulisan atau pemberhentian dengan hormat/tidak hormat dari
keanggotaan organisasi notaris.

...... The General Meeting of Shareholders (GMS) related to changes in the composition of shareholders must
be carried out by the procedures and requirements for implementing the GM S and the provisions for
transferring rights to shares as stipulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability
Companies. However, in reality, PT AN's GM S did not fulfill the requirements for transferring rights to
shares, which resulted in the cancellation of the deed of the statement of the GM S decision asfound in
Supreme Court Decision Number 223 PK/PDT/2022. Therefore, this research was conducted by raising
issues regarding the validity of the transfer of rights to sharesin PT AN and the responsibility of the notary
regarding the deed of the GM S decision, which the judge canceled. This doctrinal legal research was
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conducted by collecting primary, secondary, and tertiary legal materials through document studies which
were then analyzed. It can be stated 2 (two) results of the analysis of this study, namely: First, the transfer of
rights to sharesin the Deed of Statement of Joint Contract of Shareholders Number 42 dated 28 November
2014 is partiadly valid for 60 (sixty) shares because it has fulfilled the procedures and decision-making
requirements circular and requirements for the transfer of rights over shares, but the other part is not valid
for 129 (one hundred twenty-nine) shares because there is no deed of transfer of rights over shares. The
Deed of Statement of Resolutions of the General Meeting of Shareholders Number 14, dated 24 December
2014 invalid as awhole and against the law because of aviolation of the requirements for the transfer of
rights to shares, namely without the deed of transfer of shares ownership and without the approval of
shareholders through the GM'S; Second, the notary has the responsibility for canceling the Deed of
Statement of Resolutions of the General Meeting of Shareholders Number 14 dated 24 December 2014 in
the form of compensation. Notaries can also be subject to administrative sanctions in the form of
verbal/written warnings or respectful/disrespectful dismissal as a notary by the notary supervisory board. In
addition, notaries can also be subject to code of ethics sanctions by the notary honor council in the form of
verbal/written warnings or dismissal with respect/disrespect from the notary organization.



